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PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG

PENGAWASAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN

WAKIL WALI KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

1.

bahwa berdasarkan hasil evaluasi pengawasan dana
kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali
Kota, ketentuan teknis pengawasan dana kampanye
pemilihan umum dalam Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota
dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali
Kota dan Wakil Wali Kota sudah tidak sesuai dengan
kebutuhan dan perkembangan hukum, sehingga perlu
diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan
Wakil Wali Kota;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan



Menetapkan

0=

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas
Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1
Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan
Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
411);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan
Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan
Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6
Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
TENTANG PENGAWASAN DANA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang
selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan
kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota
untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan
wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota secara
langsung dan demokratis.

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah
sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah,
Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan
secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya
disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu
yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di
seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang
mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan
tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan
Pemilihan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang
yang mengatur mengenai Pemilihan.

Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilu
yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di
wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu
yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan
penyelenggaraan  Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang
yang mengatur mengenai Pemilihan, termasuk Panitia
Pengawas Pemilihan Aceh.

Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara
Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu
di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara
Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam
pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan
ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur
mengenai Pemilihan, termasuk panitia Pengawas
Pemilihan Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Aceh.
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan yang
selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia
yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk
mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah
kecamatan atau nama lain.

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa yang
selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah
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petugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di
kelurahan/desa atau nama lain.

Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya
disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh
Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu
Kelurahan/Desa.

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU
adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur
mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan
wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang
mengatur mengenai Pemilihan.

KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilu sebagaimana
dimaksud Dalam Undang-Undang yang mengatur
mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas
menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara
Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang
diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-
Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.

Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang
telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota.

Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu adalah gabungan
dua atau lebih Partai politik nasional atau gabungan partai
politik lokal atau gabungan partai politik nasional dan
partai politik lokal peserta Pemilu anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1
(satu) pasangan calon gubernur dan wakil gubernur,
bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali
kota.

Pimpinan Partai Politik adalah ketua umum dan sekretaris
jenderal Partai Politik atau sebutan lainnya, sesuai
kewenangan berdasarkan anggaran dasar/anggaran
rumah tangga Partai Politik yang bersangkutan

Petugas Penghubung adalah orang yang diberikan mandat
oleh Pasangan Calon sebagai penghubung antara
Pasangan Calon dengan KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota dalam kegiatan sosialisasi, konsultasi,
penyampaian Laporan Dana Kampanye, dan kegiatan lain
yang terkait dengan Dana Kampanye.

Peserta Pemilihan adalah calon gubernur dan calon wakil
gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon
wali kota dan calon wakil wali kota yang diusulkan oleh
partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan
yang didaftarkan atau mendaftar di KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten /Kota.
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Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur,
Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta
Pasangan Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota yang
selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Calon
Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan
Calon Wakil Bupati, serta Calon Wali Kota dan Calon Wakil
Wali Kota.

Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye
adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan
menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon.
Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang,
barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon
dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan
Partai Politik untuk membiayai kegiatan Kampanye.
Rekening Khusus Dana Kampanye yang selanjutnya
disingkat RKDK adalah rekening yang menampung
penerimaan Dana Kampanye berupa uang, yang
dipisahkan dari rekening Pasangan Calon atau Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik dan hanya
dipergunakan untuk kebutuhan Kampanye.

Laporan Awal Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat
LADK adalah pelaporan yang memuat informasi RKDK,
sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan,
rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang
diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan penerimaan
sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon
dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan
pihak lain.

Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, yang
selanjutnya disingkat LPSDK adalah pelaporan yang
memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan
Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Provinsi
atau KPU Kabupaten/Kota.

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye,
yang selanjutnya disingkat LPPDK adalah pembukuan
yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana
Kampanye.

Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat KAP
adalah badan wusaha yang didirikan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan
mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang
tentang Akuntan Publik.

Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye yang
selanjutnya disebut Sikadeka adalah sistem dan teknologi
informasi yang digunakan dalam memfasilitasi tahapan
Kampanye dan Dana Kampanye serta pelaksanaan
penunjukan KAP.

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan
usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip
syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam
lalu lintas pembayaran sesuai dengan undang-undang
yang mengatur tentang perbankan.

Hari adalah hari kalender.
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Pasal 2
Bawaslu memegang tanggung jawab akhir atas
Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan.
Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai
dengan kewenangan masing-masing melakukan
pengawasan Dana Kampanye berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
dilakukan secara bersama-sama dengan Panwaslu
Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa sesuai dengan
kewenangan masing-masing.

Pasal 3
Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai
dengan kewenangan masing-masing melakukan

pengawasan Dana Kampanye sebagai upaya pencegahan
pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan serta
penindakan dugaan pelanggaran Pemilihan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat melibatkan partisipasi masyarakat.

BAB II
PELAKSANAAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan
kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap
Dana Kampanye yang meliputi:

a.

b
c
d.
e

sumber dan bentuk Dana Kampanye;
pembukuan Dana Kampanye;

jenis laporan Dana Kampanye;
penerimaan laporan Dana Kampanye; dan
audit laporan Dana Kampanye.

Bagian Kedua
Pengawasan Sumber dan Bentuk Dana Kampanye

Pasal 5

Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan
kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap
sumber:

a.
b.
C.

(1)

Dana Kampanye Pasangan Calon;

Dana Kampanye Pasangan Calon perseorangan; dan
anggaran pendapatan dan Dbelanja daerah yang
dialokasikan pada bagian anggaran KPU Provinsi atau
KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 6
Pengawasan sumber Dana Kampanye Pasangan Calon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan
dengan cara memastikan sumber Dana Kampanye
diperoleh dari:
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a. sumbangan Partai Politik Peserta Pemilu dan
Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul
yang mengusulkan Pasangan Calon;

b. sumbangan Pasangan Calon; dan/atau

c. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dan Bawaslu

Kabupaten /Kota memastikan sumbangan Dana

Kampanye diperoleh dari Partai Politik Peserta Pemilu

yang bukan merupakan Partai Politik pengusul Pasangan

Calon.

Pengawasan sumber Dana Kampanye Pasangan Calon

perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf

b dilakukan dengan cara memastikan sumber Dana

Kampanye diperoleh dari:

a. sumbangan Pasangan Calon; dan/atau

b. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Dana Kampanye yang diperoleh dari sumbangan pihak

lain yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b berasal dari:

a. perseorangan; dan/atau

b. badan hukum swasta.

Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf

a meliputi:

a. perorangan individu;

b. anggota dan/atau pengurus Partai Politik Peserta
Pemilu;

c suami/istri dan/atau keluarga Pasangan Calon;

d. suami/istri dan/atau keluarga dari pengurus Partai
Politik Peserta Pemilu dan/atau anggota Partai Politik
Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta
Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon; dan

e. relawan.

Badan hukum swasta sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) huruf b merupakan badan hukum swasta yang

berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota

memastikan  perolehan sumber Dana Kampanye

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3)

dilengkapi dengan informasi identitas yang jelas.

Pasal 7

Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan
kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap:

a.

Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain
perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(4) huruf a, paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh

lima juta rupiah) selama masa Kampanye;
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Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain

badan hukum swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal

6 ayat (4) huruf b, paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh

ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye;

Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik Peserta

Pemilu yang bukan merupakan Partai Politik pengusul

Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

ayat (2) berlaku ketentuan pembatasan sumbangan Dana

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf b;

Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik Peserta

Pemilu yang bukan merupakan Partai Politik pengusul

Pasangan Calon, pihak lain perseorangan atau badan

hukum swasta sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

huruf b, dan huruf c bersifat kumulatif untuk setiap

penyumbang selama penyelenggaraan Kampanye;

setiap diskon yang diterima dari hasil pembelian barang

yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli yang

berlaku  secara umum, berdasarkan  ketentuan
pembatasan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana

dimaksud dalam huruf a atau huruf b;

hutang atau pinjaman Partai Politik Peserta Pemilu atau

Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau

Pasangan Calon yang timbul dari penggunaan uang atau

barang dan jasa dari pihak lain, berdasarkan ketentuan

pembatasan  sumbangan Dana  Kampanye dan
pengaturannya sebagaimana dimaksud dalam hurufa dan

huruf b;

Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik Peserta

Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang

mengusulkan Pasangan Calon yang menerima sumbangan

melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf

a, huruf b, dan huruf ¢ dengan memastikan:

1. tidak menggunakan kelebihan dana dimaksud,;

2. dilakukan pelaporan kepada KPU Provinsi untuk
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU
Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

3. penyerahan sumbangan tersebut ke kas Negara
paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa
Kampanye berakhir; dan

4. penyerahan bukti setoran ke kas negara sebagaimana
dimaksud dalam angka 3 kepada KPU Provinsi untuk
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU
Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota paling
lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye
berakhir; dan

KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali

Kota, memfasilitasi penyerahan kelebihan sumbangan

sebagaimana dimaksud huruf g ke kas Negara.



(1)

(2)

(4)

(1)

(2)

Pasal 8
Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai
dengan kewenangan masing-masing melakukan

pengawasan terhadap bentuk Dana Kampanye yang
meliputi:

a. uang;
b. barang; dan/atau
c. jasa.

Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi uang secara tunai, cek, bilyet giro, surat berharga
lainnya, wuang elektronik, dan penerimaan melalui
transaksi perbankan.

Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi benda berwujud atau tidak berwujud, bergerak
atau tidak bergerak, dapat dihabiskan atau tidak dapat
dihabiskan, benda yang dapat dipakai, dipergunakan atau
dimanfaatkan, dan dapat dikonversikan dalam bentuk
uang berdasarkan harga pasar yang wajar atau harga yang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan = peraturan
perundang-undangan.

Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi
pelayanan/pekerjaan yang dilakukan oleh pihak lain yang
manfaatnya dinikmati oleh Pasangan Calon sebagai
penerima jasa yang dapat dikonversikan dalam bentuk
uang berdasarkan harga pasar yang wajar atau harga yang
ditetapkan sesuai dengan  ketentuan = peraturan
perundang-undangan.

Pasal 9

Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai
dengan  kewenangan  masing-masing memastikan
penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a
ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum
digunakan untuk kegiatan Kampanye.

Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai
dengan  kewenangan = masing-masing memastikan
penerimaan Dana Kampanye melalui transaksi perbankan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) disertai
dengan informasi identitas penyumbang atau
menyertakan surat keterangan dari bank yang
bersangkutan.

Pasal 10

Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan
kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap:

a.

pembukaan RKDK oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau
Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan
Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan pada
Bank Umum;

RKDK sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibuka atas
nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi
Pasangan Calon; dan

pembukaan RKDK sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dimulai sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan
1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai;
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Pasal 11

Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan
kewenangan masing-masing melakukan pengawasan dengan
memastikan:

a.

Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik
Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan
Pasangan Calon perseorangan melaporkan hanya 1 (satu)
nomor RKDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
kepada:
1.  KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur; dan
2. KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
RKDK sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang telah
disampaikan kepada KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan
penggantian;
Salinan dan rekening koran RKDK sebagaimana dimaksud
dalam huruf b menjadi lampiran pada LADK, LPSDK, dan
LPPDK; dan
Pasangan Calon menyampaikan surat penunjukan
pengelola RKDK kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota
untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota
dan Wakil Wali Kota, jika RKDK dikelola oleh pihak yang
ditunjuk oleh Pasangan Calon untuk mengelola RKDK.

Pasal 12

Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan
kewenangan masing-masing melakukan pengawasan dengan
memastikan:

a.

Pasangan Calon pengganti melakukan pembaharuan
RKDK paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditetapkan
sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota, jika Pasangan Calon atau salah satu dari
Pasangan Calon berhalangan tetap dalam jangka waktu
sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga
puluh) Hari sebelum Hari pemungutan suara; dan
RKDK dibuka pada Bank Umum paling lambat 3 (tiga) hari
kerja setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU
Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, jika
terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan:
1. putusan Bawaslu; atau
2. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap,
yang melewati tanggal penetapan Pasangan Calon
sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang
tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan.
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Pasal 13

Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai

dengan kewenangannya memastikan:

a. Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu atau
Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan
Pasangan Calon serta Pasangan Calon perseorangan
menutup RKDK pada Bank Umum;

b. Penutupan RKDK sebagaimana dimaksud dalam huruf a
bagi Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi
pendaftaran dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah
Keputusan KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan
Wakil Wali Kota tentang penetapan Pasangan Calon
ditetapkan;

c. Penutupan RKDK sebagaimana dimaksud dalam huruf a
bagi Pasangan Calon yang lolos verifikasi pendaftaran
dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa
Kampanye berakhir;

d. Penutupan RKDK sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dibuktikan dengan surat pernyataan dari Bank Umum;
dan

e. Pasangan Calon menyampaikan surat pernyataan dari
Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf d
kepada:

1. KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur; dan

2. KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota,

paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye

berakhir.

Pasal 14
Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai
dengan kewenangannya memastikan pencatatan Dana
Kampanye sumbangan berupa barang atau jasa berdasarkan
harga pasar yang wajar dan nilai yang wajar pada saat
sumbangan diterima.

Pasal 15
Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai
dengan kewenangannya memastikan pengeluaran Dana
Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 16
Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai
dengan kewenangannya memastikan KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota menetapkan pembatasan pengeluaran Dana
Kampanye yang berkoordinasi dengan:
a. Pasangan Calon;
b. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik
Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon;
c. Petugas Penghubung;
d. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai
dengan tingkatannya;
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pewarta; dan/atau
pemantau terdaftar.

Bagian Ketiga
Pengawasan Pembukuan Dana Kampanye

Pasal 17
Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai
dengan kewenangan masing-masing melakukan

pengawasan pembukuan Dana Kampanye terhadap

pencatatan seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana

Kampanye dalam pembukuan Dana Kampanye.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan cara memastikan:

a. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai
Politik Peserta Pemilu dapat menerima sumbangan
Dana Kampanye dari Partai Politik Peserta Pemilu
atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan
pihak lain;

b. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai
Politik Peserta Pemilu mencatat penerimaan
sumbangan dalam pembukuan penerimaan Dana
Kampanye;

c. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai
Politik Peserta Pemilu menyampaikan pembukuan
penerimaan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon
untuk dilampirkan dalam laporan Dana Kampanye;

d. Pasangan Calon mencatat seluruh penerimaan dan
pengeluaran berupa uang, barang, dan/atau jasa
dalam pembukuan khusus Dana Kampanye;

e. Pasangan Calon menyusun pembukuan Dana
Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf d ke
dalam laporan Dana Kampanye;

f.  pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud
dalam huruf d terpisah dari pembukuan keuangan
pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/personel
Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai
Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan
Calon;

g. pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud
dalam huruf d mencakup informasi tentang bentuk
dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai
bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat
dipertanggungjawabkan; dan

h. pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud
huruf d menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.

Pasal 18
Dalam hal Pasangan Calon atau salah satu dari Pasangan
Calon berhalangan tetap dalam jangka waktu sejak
penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh)
Hari sebelum Hari pemungutan suara, Bawaslu Provinsi
dan Bawaslu kabupaten/Kota memastikan pembukuan
laporan Dana Kampanye untuk Pasangan Calon pengganti
dilakukan pembaharuan dimulai 1 (satu) Hari setelah
Pasangan Calon pengganti/baru ditetapkan oleh KPU
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Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan

ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.

(2) Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan
berdasarkan:

a. putusan Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur dan putusan Bawaslu
Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; atau

b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap,

yang melewati tanggal penetapan Pasangan Calon

sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang

Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan, Bawaslu

Provinsi dan Bawaslu kabupaten/Kota memastikan

periode pembukuan laporan Dana Kampanye untuk

Pasangan Calon tersebut dimulai 1 (satu) Hari setelah

Pasangan Calon tersebut ditetapkan sebagai Pasangan

Calon oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan

Wakil Wali Kota, dan ditutup pada saat masa Kampanye

berakhir.

Bagian Keempat
Pengawasan Jenis Laporan Dana Kampanye

Pasal 19
Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai
dengan kewenangannya memastikan Pasangan Calon
menyusun dan menyampaikan LADK, LPSDK, dan LPPDK
kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Pasal 20
(1) Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon dengan
kondisi:

a. berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon
sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye
dimulai, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu
kabupaten/Kota memastikan LADK dan LPSDK
disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah
ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU
Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur dan KPU Kabupaten /Kota untuk Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil
Wali Kota; dan

b. berhalangan tetap setelah dimulainya masa
Kampanye sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari
sebelum Hari pemungutan suara, Bawaslu Provinsi
dan Bawaslu kabupaten/Kota memastikan LADK dan
LPSDK dilakukan pembaharuan dan disampaikan
paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan
Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi
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untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan
KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan

berdasarkan:

a. putusan Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur dan putusan Bawaslu
Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; atau

b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap,

yang melewati tanggal penyampaian LADK dan LPSDK

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

mengenai tahapan dan jadwal penyelenggaraan

Pemilihan, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu

kabupaten/Kota memastikan LADK dan LPSDK

disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak ditetapkan
sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU

Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Bagian Kelima
Pengawasan Penerimaan Laporan Dana Kampanye

Pasal 21

Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan
kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap
penerimaan LADK dengan cara memastikan KPU Provinsi
dan/atau KPU Kabupaten/Kota:

a.

menerima koordinasi dan konsultasi dari Pasangan Calon
dalam proses penyusunan LADK dan/atau LADK
perbaikan;

secara berkala memantau proses pengunggahan dan
pengiriman dokumen LADK dan/atau LADK perbaikan
yang dilakukan oleh Pasangan Calon melalui Sikadeka;
melakukan pencermatan atas kelengkapan dokumen dan
cakupan informasi LADK yang disampaikan oleh Pasangan
Calon;

menetapkan status penyampaian LADK dari Pasangan
Calon;

memberikan bukti tanda terima perbaikan atau tanda
bukti penerimaan penyampaian LADK kepada Pasangan
Calon;

memberikan tanda terima dan Dberita acara hasil
pencermatan kepada Pasangan Calon dalam hal LADK
memenuhi ketentuan;

memberikan tanda terima perbaikan dan berita acara hasil
pencermatan perbaikan kepada Pasangan Calon dalam hal
LADK dilakukan perbaikan;

memberikan waktu selama 3 (tiga) Hari kepada Pasangan
Calon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen
LADK; dan

menyampaikan berita acara rekapitulasi penerimaan
LADK dan/atau berita acara rekapitulasi penerimaan
LADK perbaikan kepada Pasangan Calon dan Bawaslu
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Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan
tingkatannya; dan

mengumumkan LADK dan/atau LADK perbaikan paling
lambat 1 (satu) Hari setelah jadwal penerimaan LADK
perbaikan.

Pasal 22

Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan
kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap
penerimaan LPSDK dengan cara memastikan KPU Provinsi
dan/atau KPU Kabupaten/Kota:

a.

b.

menerima koordinasi dan konsultasi dari Pasangan Calon
dalam proses penyampaian LPSDK;

memantau proses pengunggahan dan pengiriman
dokumen LPSDK yang dilakukan oleh Pasangan Calon;
melakukan pencermatan atas kelengkapan dokumen dan
cakupan informasi LPSDK yang disampaikan oleh
Pasangan Calon;

menetapkan status penyampaian LPSDK dari Pasangan
Calon;

memberikan tanda terima perbaikan atau bukti
penerimaan penyampaian LPSDK kepada Pasangan Calon;
memberikan tanda terima dan berita acara hasil
pencermatan kepada Pasangan Calon dalam hal LPSDK
memenuhi ketentuan;

memberikan tanda terima perbaikan dan berita acara hasil
pencermatan perbaikan kepada Pasangan Calon dalam hal
LPSDK dilakukan perbaikan;

memberikan waktu selama 1 (satu) Hari kepada Pasangan
Calon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen
LPSDK;

menyampaikan berita acara rekapitulasi penerimaan
LPSDK dan/atau berita acara rekapitulasi penerimaan
LPSDK perbaikan kepada Pasangan Calon dan Bawaslu
Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan
tingkatannya; dan

mengumumkan LPSDK dan/atau LPSDK perbaikan paling
lambat 1 (satu) Hari setelah jadwal penyampaian LPSDK
perbaikan.

Pasal 23

Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan
kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap
penerimaan LPPDK dengan cara memastikan KPU Provinsi
dan/atau KPU Kabupaten/Kota:

a.

b.

menerima konsultasi dari Pasangan Calon dalam proses
penyusunan LPPDK;

memantau proses pengunggahan dan pengiriman
dokumen LPPDK yang dilakukan oleh Pasangan Calon;
melakukan pencermatan atas kelengkapan dokumen dan
cakupan informasi LPPDK yang disampaikan oleh
Pasangan Calon;

menetapkan status penyampaian LPPDK dari Pasangan
Calon;

memberikan tanda bukti penerimaan penyampaian LPPDK
kepada Pasangan Calon;
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memberikan tanda terima dan Dberita acara hasil
pencermatan kepada Pasangan Calon jika LPPDK
memenuhi ketentuan;

memberikan tanda terima perbaikan dan berita acara hasil
pencermatan perbaikan kepada Pasangan Calon dalam hal
LPPDK dilakukan perbaikan;

memberikan waktu selama 1 (satu) Hari kepada Pasangan
Calon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen
LPPDK;

menyampaikan berita acara rekapitulasi penerimaan
LPPDK dan/atau berita acara rekapitulasi penerimaan
LPPDK perbaikan kepada Pasangan Calon dan Bawaslu
Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan
tingkatannya; dan

menyampaikan LPPDK dan/atau LPPDK perbaikan
kepada KAP yang ditunjuk paling lambat 2 (dua) Hari
setelah diterimanya LPPDK dari Pasangan Calon dengan
melampirkan LADK dan LPSDK.

Bagian Keenam
Pengawasan Audit Dana Kampanye

Pasal 24

Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan
kewenangan masing-masing melakukan pengawasan audit
Dana Kampanye yang mencakup pengawasan terhadap
seluruh proses audit Dana Kampanye meliputi:

a.
b.
C.

(1)

(2)

seleksi KAP;

pelaksanaan audit laporan Dana Kampanye; dan
penyampaian dan pengumuman hasil audit laporan Dana
Kampanye.

Pasal 25
Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai
dengan kewenangan masing-masing melakukan

pengawasan terhadap seleksi KAP sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 24 huruf a yang dilakukan oleh KPU Provinsi

dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan cara memastikan KAP memenuhi

persyaratan:

a. membuat pernyataan tertulis di atas kertas
bermeterai cukup yang menyatakan bahwa rekan
yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan
Dana Kampanye tidak berafiliasi secara langsung
ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon dan
Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai
Politik Peserta Pemilu atau Pasangan Calon
perseorangan; dan

b. membuat pernyataan tertulis di atas kertas
bermeterai cukup yang menyatakan bahwa rekan
yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan
Dana Kampanye bukan merupakan anggota atau
pengurus Partai Politik Peserta Pemilu, atau
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pengurus Partai Politik Peserta Pemilu yang
mengusulkan Pasangan Calon.

Pasal 26

Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan
kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan audit laporan Dana Kampanye sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dengan cara memastikan
KAP menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) Hari
terhitung sejak KAP menerima LPPDK dari KPU Provinsi atau
KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 27
Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan
kewenangan masing-masing melakukan pengawasan dengan
cara memastikan Pasangan Calon memberikan keterangan
yang benar dalam laporan Dana Kampanye sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan

kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap

pelaksanaan penyampaian dan pengumuman hasil audit
laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal

24 huruf c dengan cara memastikan:

a. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membuat tanda
terima hasil audit laporan Dana Kampanye yang
ditandatangani bersama dengan KAP;

b. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten /Kota menuangkan hasil
audit laporan Dana Kampanye yang disampaikan oleh KAP
ke dalam berita acara;

c. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan
hasil audit laporan Dana Kampanye kepada Pasangan
Calon, paling lambat 3 (tiga) Hari setelah menerima hasil
audit dari KAP; dan

d. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan
hasil audit laporan Dana Kampanye paling lambat 3 (tiga)
Hari setelah menerima hasil audit dari KAP pada laman
dan media sosial resmi KPU Provinsi/ atau KPU
Kabupaten/Kota.

BAB III
PENGAWASAN TERHADAP LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 29
(1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
memastikan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan
Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon tidak
menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye
yang berasal dari:
a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga
swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas
identitasnya;
c. Pemerintah dan pemerintah daerah; dan
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d. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah,
dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, termasuk juga sumbangan atau bantuan lain

untuk Kampanye yang berasal dari:

a. perusahaan asing yang beroperasi di luar negeri
dan/atau di Indonesia yang seluruh sahamnya
dimiliki asing;

b. perusahaan di Indonesia yang mayoritas sahamnya
dimiliki asing atau sahamnya lebih dari 50% (lima
puluh persen) dimiliki asing; dan

c. organisasi masyarakat asing.

Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas

identitasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

meliputi:

a. penyumbang yang menggunakan identitas orang lain;
dan

b. penyumbang yang menurut kewajaran dan
kepatuhan tidak memiliki kemampuan untuk
memberikan sumbangan sebesar yang diterima oleh
pelaksana Kampanye.

Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota

berkoordinasi dengan KPU Provinsi dan/atau KPU

Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya memastikan Partai

Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik

Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon yang

menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1):

a. tidak dibenarkan menggunakan dana dimaksud;

b. wajib melaporkan kepada KPU Provinsi untuk
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU
Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan

c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas negara
paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa
Kampanye berakhir.

Pasal 30

Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai
kewenangannya memastikan KAP yang ditetapkan tidak

melibatkan:

a. tim Kampanye atau petugas penghubung Pasangan Calon;

b. pihak yang terlibat dalam penggalangan dana atau
pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Pasangan
Calon;

c. orang yang mempunyai hubungan khusus atau afiliasi
dengan Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu
atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;

d. Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota,

pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU
Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; dan
pihak yang tidak berdomisili yang sama dengan tempat
kedudukan KAP, kecuali domisili pihak tersebut masih
dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja
sehari-hari,

sebagai auditor.
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Pasal 31

Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai

kewenangannya memastikan:

a. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten /Kota tidak menetapkan
Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak
pertama menjadi Pasangan Calon terpilih jika tidak
menutup RKDK sampai dengan waktu yang telah
ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai
dengan Pasangan Calon menyampaikan bukti penutupan
RKDK; dan

b. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten /Kota mengumumkan di
laman dan media sosial resmi KPU Provinsi untuk
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU
Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, jika Pasangan
Calon tidak menutup RKDK sampai dengan waktu yang
telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
dan tidak memperoleh suara terbanyak pertama.

Pasal 32

(1) Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota
sesuai kewenangannya memastikan KPU Provinsi
dan/atau KPU Kabupaten/Kota mengumumkan dan
memberikan sanksi terhadap Pasangan Calon yang
terlambat atau tidak menyampaikan LADK, LPSDK, atau
LPPDK kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan
Wakil Wali Kota sampai dengan batas waktu yang
ditentukan  sesuai dengan ketentuan = peraturan
perundang-undangan.

(2) Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota
sesuai kewenangannya memastikan KPU Provinsi
dan/atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi
terhadap Pasangan Calon yang tidak menyampaikan
LADK, LPSDK, dan LPPDK.

Pasal 33

Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai
kewenangannya memastikan KPU Provinsi dan/atau KPU
Kabupaten/Kota memberikan sanksi terhadap Partai Politik
Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu
dan Pasangan Calon yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 berupa pembatalan sebagai
Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
mengenai Pemilihan.

Pasal 34
(1) Dalam hal KAP yang ditunjuk oleh KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota dalam proses pelaksanaan audit
diketahui tidak memberikan informasi yang benar
mengenai persyaratan, Bawaslu Provinsi dan/atau
Bawaslu  Kabupaten/Kota  sesuai kewenangannya
memastikan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota
melakukan  pembatalan penunjukan KAP yang
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bersangkutan dengan terlebih dahulu dilakukan
klarifikasi.

Dalam hal KAP yang ditunjuk oleh KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota dalam proses pelaksanaan audit
diketahui melibatkan pihak yang dilarang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30, Bawaslu Provinsi dan/atau
Bawaslu  Kabupaten/Kota  sesuai kewenangannya
memastikan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota
membatalkan penunjukan KAP yang bersangkutan.

BAB IV
SISTEM INFORMASI

Pasal 35
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten /Kota
melakukan pengawasan terhadap Sikadeka KPU.
Bawaslu melakukan pengawasan terhadap sistem
informasi penunjang pelaksanaan Kampanye
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara
memastikan KPU memberikan akses pembacaan data
Sikadeka kepada Bawaslu.
Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
melakukan pengawasan terhadap Sikadeka sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan akses
pembacaan data dari Bawaslu.

BAB V
LAPORAN HASIL PENGAWASAN

Pasal 36

Dalam melakukan pengawasan dana kampanye,
Pengawas Pemilihan menuangkan setiap kegiatan
pengawasan dalam Formulir Model A sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bawaslu
mengenai pengawasan Pemilihan.
Dalam hal hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilihan
melakukan:
a. saran perbaikan  jika  terdapat kesalahan

administratif; atau
b. pencatatan sebagai Temuan dugaan pelanggaran.
Saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling
lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak saran perbaikan
disampaikan atau sesuai dengan jangka waktu yang
ditentukan oleh Pengawas Pemilihan.
Dalam hal saran perbaikan tidak dilaksanakan dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Pengawas Pemilihan mencatat dugaan pelanggaran
Pemilihan sebagai temuan.
Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdapat potensi sengketa Pemilihan, Pengawas
Pemilihan melakukan pencatatan sebagai potensi
sengketa Pemilihan.
Formulir Model A sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat informasi adanya dugaan = pelanggaran
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sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (4)
untuk disampaikan pada rapat pleno dengan disertai:
uraian kejadian;

uraian hasil pengawasan;

surat atau dokumen;

foto dan/atau video;

dokumen elektronik; dan/atau

bukti lainnya.

Dalam hal berdasarkan hasil rapat pleno ditemukan unsur
pelanggaran, rapat pleno memutuskan hasil pengawasan
sebagai temuan.

Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
dituangkan dalam berita acara.

Pengawas Pemilihan menindaklanjuti hasil rapat pleno
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sesuai dengan
Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai penanganan
pelanggaran Pemilihan.

™o R0 o

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37
Bawaslu melakukan pembinaan dan pengawasan kepada
Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap
pelaksanaan pengawasan Dana Kampanye Pemilihan.
Bawaslu Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan
kepada Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan
pengawasan Dana Kampanye Pemilihan.
Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan
pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu
Kelurahan/Desa terhadap pelaksanaan pengawasan Dana
Kampanye Pemilihan.
Pembinaan dan pengawasan oleh Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu
Kecamatan dilakukan dengan cara:

a. supervisi;
b. koordinasi;
c. monitoring; dan
d. asistensi.
BAB VII
PELAPORAN
Pasal 38

Pengawas Pemilihan melaporkan hasil pengawasan Dana
Kampanye Pemilihan secara berjenjang sesuai dengan
tingkatannya.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. laporan periodik; dan

b. laporan akhir.

Laporan periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a merupakan laporan yang disampaikan secara
berkala yang berkaitan dengan Dana Kampanye
Pemilihan.

Laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b merupakan laporan yang disampaikan pada akhir
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tahapan Dana Kampanye Pemilihan.

(5) Selain laporan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Pengawas Pemilihan memberikan laporan
sewaktu-waktu sesuai kebutuhan secara berjenjang.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39
Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, proses
pengawasan Dana Kampanye peserta Pemilihan yang sedang
dilaksanakan atau telah dilaksanakan dinyatakan sah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

a. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11
Tahun 2017 tentang Pengawasan Dana Kampanye
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1426); dan

b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali
Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 351),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya,

memerintahkan

pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2024

REPUBLIK INDONESIA,

e
a

et
RAHMAT BAGJA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 oktober 2024

PLT. DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

‘@#Kumnnmm\m

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
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